
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU  KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 503/33569/SJ, Perihal
Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada
angka 2, maka perlu pendelegasian seluruh kewenangan
perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa masih terdapat beberapa izin yang belum termuat
dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu  Kota Tidore Kepulauan, perlu
mengakomodir semua perizinan dan nonperizinan yang
masih berada di instansi terkait berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota
Tidore Kepulauan;



Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4264);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu di Daerah;



9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan  Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota  Tidore  Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU  KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota Tidore Kepulauan
diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen
perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pendelegasian kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan
non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap
sesuai kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada pada
DPMPTSP.

(3) Jenis dan bentuk pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
- Perizinan, terdiri dari :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Gangguan/Hinder Ordonansi (HO);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Izin Menempati Lokasi (IML);
6. Izin Pemasangan Reklame;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
8. Izin Pemotongan Jalan;
9. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
12. Izin Lingkungan;
13. Izin Penggunaan Lahan (APL);
14. Izin Tanda Daftar Gudang;



15. Izin Tanda Daftar Industri.
16. Izin Trayek Angkutan Darat (Mobil dan Bentor);
17. Izin Operasi Angkutan Sewa (Diluar Trayek);
18. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi;
19. Izin Penelitian;dan
20. Izin Pemotongan Hewan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota  ini  dengan  penempatannya  dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 Oktober 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

M. THAMRIN FABANYO

BERITA  DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 437.


